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JAMINAN KESEHATAN DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI GORONTALO UTARA,

a. bahwa berdasarkan sinkronisasi data masyarakat

penerima bantuan iuran program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) oleh Pemerintah Pusat dan Program
Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) oleh
Pemerintah  Provinsi  Gorontalo, masih terdapat
masyarakat yang belum terakomodir menjadi peserta
pada program tersebut, sehingga perlu didaftarkan pada
Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2025;

bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi Data
Mutasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah
(JAMKESDA) antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang
Gorontalo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Nomor: 3108/BA/X-02/1224 Tanggal 2
Desember 2024 tentang Rekonsiliasi Data Mutasi
Kepesertaan JAMKESDA Kabupaten Gorontalo Utara;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Gorontalo Utara tentang Jaminan Kesehatan
melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2025.

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2007 Tentang

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi
Gorontalo (lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4687);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-




Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 2024 Nomor 82);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 23
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Nomor 269);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun
2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Nomor 278);
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Memperhatikan : 1.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara Tahun 2024 Nomor 558);

Berita Acara Rekonsiliasi Data Mutasi Kepesertaan
Jamkesda Kabupaten Gorontalo Utara Bulan Desember
2024 antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo
dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor:
3108/BA/X-02/1224 tanggal 02 Desember 2024 tentang
Rekonsiliasi Data Mutasi Kepesertaan Jamkesda
Kabupaten Gorontalo Utara.

. Telaahan Staf Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Utara tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Melalui Program

Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Penetapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Melalui
Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2025.
Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU adalah peserta jaminan
kesehatan Daerah di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara
sebanyak 28.415 Jiwa.

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran
2025.
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KEEMPAT . Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal, § muan 2025
PJ. BUPATI GORONTALO UTA

-

SILA N. BOTUTIHE

Tembusan:

AN

Yth, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;

Yth, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Gorontalo;
Yth, Inspektur Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

Yth, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

Yth, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara;
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TELAAHAN STAF
NOMOR: 460/DINSOS/ 771 IX11/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENANDATANGANAN SK PENETAPAN KEPESERTAAN
JAMINAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

|. PERSOALAN

Bahwa masih terdapat masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara yang belum
terakomodir melalui program Bantuan luran oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Provinsi sehingga perlu diakomodir melalui program Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025.

Il. PRA ANGGAPAN:

Jaminan Kesehatan merupakan sebuah keharusan bagi seluruh penduduk
sesuai dengan prinsip kepesertaan wajib Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Bahwa pemerintah wajib menjamin
kesehatan masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu untuk
didaftarkan menjadi Penerima Bantuan luran, namun program Penerima Bantuan
luran (PBI) oleh Pemerintah Pusat dan program Jamkesta oleh Pemerintah Provinsi
belum mengakomodir seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara. Sehingga
perlu dijamin kesehatannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Ill. FAKTA-FAKTA BERPENGARUH:

1. Masyarakat yang belum termasuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) APBN maupun APBD Provinsi akan didaftarkan melalui Program Jaminan
Kesehatan APBD Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Jumlah Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang
didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Program Jamkesda
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025.

IV. ANALISIS -

Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia sesuai
dengan UU No. 39 Tahun 1999 pasal 41 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak
atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan
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pribadinya secara utuh”. Maksud dari berhak atas jaminan sosial adalah bahwa setiap
warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
kemampuan pemerintah. Disamping itu, UU. No 13 Tahun 2003 tentang fakir miskin
mengamanatkan agar pemerintah memenuhi hak fakir miskin untuk memperoleh
pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Daerah diberikan izin untuk mengatur
penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam urusan penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan. Dalam hal ini, berdasarkan rekonsiliasi data antara Pemerintah
Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdapat 28.415 jiwa penduduk
yang didaftarkan dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upamukan Pekerja
oleh Pemerintah Kabupaten melalui Program Jamkesda.

V. KESIMPULAN

Sebagai Dasar Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah, diperlukan Surat
Keputusan Penetapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Melalui Program Jaminan
Kesehatan Daerah.

VI. SARAN

Bahwa berdasarkan hal diatas, kiranya diharapkan kepada lbu PJ. Bupati
Gorontalo Utara berkenan menyetujui penandatanganan SK Penetapan Kepesertaan
Jaminan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah.
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